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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN 

Menlmbang : a. 

b. 

Mengingat : 1. 

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 30 
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2008, program-program pembangunan 
daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang beium 
sesuai dengan program-program pembangunan sebagaimana tersebut 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar disesuaikan dengan 
program-program pembangunan yang terdapat dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri dimaksud; 

bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a dipandang perlu 
melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Pacitan Tahun 2006 - 2011, dengan menetapkan dalam 
Peraturan Daerah. 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia 4 Nomor 4389); 

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 
Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cars 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2008; 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Pacitan Tahun 2006 - 2011. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

dan 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan .PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN 
PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PACITAN 
TAHUN2006-2011. 

Merubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 -
2011, sebagai berikut: 

- Bab IV, Bab VI dan Bab VII sebagaimana tertuang dalam Lampiran 
Peraturan Daerah ini. 

Matrik program RPJMD Kabupaten Pacitan 2006-2011 diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan 
menempatkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Pacitan. 

Pasal I 

Pasal II 

Ditetapkan di: P a cl t a n. 
Pada tanggal: /^.y/-.2007 
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